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Konsep Pancasila sebagai Ideologi Negara

ISTILAH IDEOLOGI BERASAL DARI KATA
IDEA, YANG ARTINYA GAGASAN,
KONSEP, PENGERTIAN DASAR, CITA-
CITA; DAN LOGOS YANG BERARTI ILMU.
IDEOLOGI SECARA ETIMOLOGIS,
ARTINYA ILMU TENTANG IDE-IDE (THE
SCIENCE OF IDEAS), ATAU AJARAN
TENTANG PENGERTIAN DASAR (KAELAN,
2013: 60-61).

KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA, IDEOLOGI
DIDEFINISIKAN SEBAGAI KUMPULAN KONSEP
BERSISTEM YANG DIJADIKAN ASAS PENDAPAT
YANG MEMBERIKAN ARAH DAN TUJUAN UNTUK
KELANGSUNGAN HIDUP. IDEOLOGI JUGA
DIARTIKAN SEBAGAI CARA BERPIKIR SESEORANG
ATAU SUATU GOLONGAN. IDEOLOGI DAPAT
DIARTIKAN PAHAM, TEORI, DAN TUJUAN YANG
MERUPAKAN SATU PROGRAM SOSIAL POLITIK
(KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA, 2008: 517).



Sastrapratedja (2001: 43): ”Ideologi adalah

seperangkat gagasan/ pemikiran yang berorientasi

pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem

yang teratur”.

Soerjanto (1991: 47): “Ideologi adalah hasil refleksi

manusia berkat kemampuannya menjaga jarak

dengan dunia kehidupannya”.

Mubyarto (1991: 239): ”Ideologi adalah sejumlah

doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok

masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi

pegangan dan pedoman kerja (atau perjuangan)

untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu”.

Martin Seliger: Ideologi sebagai sistem

kepercayaan

Alvin Gouldner: Ideologi sebagai Proyek

Nasional

Paul Hirst: Ideologi sebagai Relasi Sosial

Menurut Para Ahli



Kapitalisme; suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai

sistem pereknomian dengan kemampuan modal yang ia milik.

Jenis Ideologi Dunia

Marxisme-Leninisme; suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah

yang didasarkan pada dua prinsip; pertama, penentu akhir dari perubahan sosial adalah

perubahan dari cara produksi; kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis.

Liberalisme; suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual,

artinya lebih mengutamakan hak-hak individu.

Sosialisme; suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat,

artinya negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan kosep

welfare state.

(Sastrapratedja, 2001: 50 – 69).



Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara

a. Berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh

timbal balik

b. Pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai

kelompok dengan pluralisme etnis dan religius.

c. Masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerjasama

dan bersaing sehingga tidak ada satu pun ideologi yang dominan.

d. Kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh, tetapi tetap

bersifat plural dan heterogen.

e. Nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai

yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda

Beberapa karakteristik kebudayaan global 

(Sastrapratedja, 2001: 26--27).



a. Fase embrio; berlangsung di Eropa dari abad ke-15 sampai abad ke-18 dengan munculnya komunitas

nasional dan runtuhnya sistem transnasional Abad Tengah.

b. Fase pertumbuhan yang meliputi abad ke-18 dengan ciri pergeseran kepada gagasan negara kesatuan,

kristalisasi konsep hubungan internasional, standarisasi konsep kewarganegaraan.

a. Fase take off yang berlangsung dari 1870 sampai pertengahan 1920 yang ditandai dengan diterimanya

konsep baru tentang negara kebangsaan, identitas dan kepribadian nasional, mulai masuknya negara-

negara non-Eropa ke dalam masyarakat internasional.

e. Fase perjuangan hegemoni yang dimulai 1920 sampai dengan pertengahan 1960 yang ditandai dengan

meningkatnya konflik internasional dan ideologis, seperti kapitalisme, sosialisme, fasisme, dan nazisme,

dan jatuhnya bom atom yang menggugah pikiran tentang masa depan manusia yang diikuti

terbentuknya Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Fase ketidakpastian; berlangsung dari 1960--1990

ditandai dengan munculnya gagasan dunia ketiga, proliferasi nuklir, konsepsi individu menjadi lebih

kompleks, hak-hak kewarganegaraan semakin tegas dirumuskan, berkembangnya media global yang

semakin canggih.

e. Fase kebudayaan global; fase ini ditandai oleh perubahan radikal di Eropa Timur dan Uni Soviet

(runtuhnya dominasi komunisme di beberapa negara), berakhirnya perang dingin, dan melemahnya

konfrontasi ideologi (Sastrapratedja, 2001: 49 – 50).

Fase-fase perkembangan globalisasi sebagai bentuk tantangan terhadap ideologi Pancasila



Unsur-unsur yang memengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut:

a. Unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme

bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

a. Unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai

gotong royong dalam sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

a. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem

perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan.

Tantangan Ideologi Pancasila meliputi, antara lain terorisme dan narkoba

Warga Negara Memahami dan Melaksanakan Pancasila sebagai Ideologi Negara



Penyelenggara Negara Memahami dan 

Melaksanakan Pancasila sebagai Ideologi Negara

Unsur penting dalam kedudukan Pancasila 

sebagai orientasi kehidupan konstitusional:

Kesediaan untuk saling menghargai dalam

kekhasan masing-masing, artinya adanya

kesepakatan untuk bersama-sama

membangun negara Indonesia, tanpa

diskriminasi sehingga ideologi Pancasila

menutup pintu untuk semua ideologi

eksklusif yang mau menyeragamkan

masyarakat menurut gagasannya sendiri.

Aktualisasi lima sila Pancasila, artinya

sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan

bernegara



Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Ideologi Negara

Sumber historis Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno

Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto

Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie

Pancasila sebagai Ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati

Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden SBY



Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Ideologi Negara

Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal

sebagai berikut:

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat

Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan

gaib.

b. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan

menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang.

c. Sila Persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa

cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri.

d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang

lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan.

e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong,

menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan.



Sumber Politis Pancasila sebagai Ideologi Negara

Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai

ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut.

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antarumat beragama.

b. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan Hak Asasi

Manusia (HAM) di Indonesia

c. Sila Persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara

daripada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk partai.

d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting.

e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak

menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power) untuk memperkaya diri atau kelompok karena

penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi.



Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara

Dinamika Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara 

dalam masa pemerintahan.

Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada

kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR No. II/1978 tentang pemasayarakatan P-

4. Pada masa Soeharto ini pula, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua

organisasi politik (Orpol) dan organisasi masyarakat (Ormas).

Pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang

surut dengan ditandai beberapa hal, seperti: enggannya para penyelenggara

negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya

Pancasila dari kurikulum nasional, meskipun pada akhirnya timbul kesadaran

penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan

tinggi.



Tantangan terhadap Pancasila sebagai Ideologi Negara

Unsur-unsur yang memengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara

meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut:

a. Pertarungan ideologis antara negara-negara super power antara Amerika Serikat dan

Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet

sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara super power.

a. Menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi

asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi.

a. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan

teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif.

Dampak konkritnya adalah kerusakan lingkungan, seperti banjir, kebakaran hutan.



Faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Pergantian rezim yang berkuasa melahirkan

kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan

kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila

sering terabaikan.

b. Penyalahgunaan kekuasaan (korupsi)

mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat

terhadap rezim yang berkuasa sehingga

kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis.

Ketidakpercayaan terhadap partai politik (parpol)

juga berdampak terhadap ideologi negara

sebagaimana terlihat dalam gambar berikut.



Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara

Hakikat Pancasila sebagai Ideologi Negara

Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki tiga

dimensi

Dimensi realitas; mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang 

terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup

dalam masyarakatnya. 

Dimensi idealitas; mengandung cita-cita yang ingin dicapai

dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara.

Dimensi fleksibilitas; mengandung relevansi atau kekuatan yang

merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-

pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di

dalamnya.



Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara

Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai

berikut:

a. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara, artinya setiap perilaku

warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus

narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa

preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu,

diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk

persuasif, imbauan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam

produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang

setimpal bagi pelanggarnya.

b. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak

sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya, kasus terorisme

yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui

kekerasan. Hal ini bertentangan nilai toleransi berkeyakinan, hak-

hak asasi manusia, dan semangat persatuan.


